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PENDAHULUAN

Persoalan tentang tanah Jalam kKehidupan manusia mempunyai arti
yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dari kehidu-
pannysa bergantung pada tanah. Sejak lahir sampail liang lahat
manusia akan selalu membutuhkan tanah . Tanah adalah tempat pe-
mukiman darl sebagian besar umat manusia disamping sebagai sum-

ber penghidupan bagl mereka yang mencari nafkah melalui usaha

tani dan perkebunan .

Tanah sebagal media temnat manusia bergersk mempunyai sifat
yang statls, sedangkan menusis bersifat dinamis. Hal ini meru -
pakan satﬁ kenyataan yang mungkin dapat menjadi biang keladi
dari beberapa persolan serius yang terjadi di dalam masyarakat.
Apalagi pada mase pembangunan sekarang ini, kebutuhan akan ta -
nah gemakin meningkat.Kegiatan pembangunan terutama pembangunan
yang bersifat materiil di kota maupun desa banyak memerlukan
tanah sebagail tempat penampungan kegiatan pembangunan yang di =-

maksud,

Ada berbagal kenentingan yang kelihatannya saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya berkenaan dengan persoalan ta -
nah dalam pembangunan itu, Disatu pihak pembangunan memerlukan
tanah sebagal sarana utamanya, sedangkan dipihak lain zebagian
besar warga masyarakat membutuhkan tanah tersebut sebagal tem -
pat pemukiman dan mata pencahariannya. Bilamana tanah tersebut
diambil begitu saja dan dipergunakan untuk “epentingan pembang-

ngunan, maka jelas kita akan mengorbankan hak asasi warga ma =




syarakat. Tetapl apabila tidak dilaksanakan maka dapat me -

nyebabkan kurang lancarnya pwlaksanaan pembangusnan fisik .

“glam hal inl satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk
memenuhi kebutuhan te;sebut adalah dengan cara pembebasan
tanah milik rakyat atau tanah yang dikuasal oleh masyarakat
hukum adat dengan hak-hak adatnya, atau tanah dengan hak =
hak lainnya .Pembebasaﬁ tanah ini dilakukan dengan dua sa -
~ luran, yaitu Pembebasen tanah (Prijsgeving) dan Pencabutan

hak-hak atas tanah (Onteigening).

Dengan ketentuan pembebasan tanah dan pencabutan hak-hak g=-
ahardpkan
tas tanah, dapat membantu penyediaan tanah untuic pembangunan

tanpa meninggalkan dan mengorbankan hak as:sl warga masya-

rakat .

II. PERMASALAHAN

Masalah penyediaan tnah untuk keperluan berbagai macam pém—
bangunan telah dicoba diantlsipasi dengan dikelnarkaunnya

neraturan tentang pembebasan tanah dan pencabutan hake hék
atas tenah,Tetapi bagaimanakah dalam pelaksansannya , apak-
kah telah sesual dengah tujuan deril pada Eetentuan tersebut

dan apakah hak asasi warga masyarakat dalam pelaksanaannya

dapat dilindungi ?

III. PEMBAHASAN

Masalah tanah memang merupakan masalah yang menarik untuk
diikuti dan dibahas , Hal ini disebabkan karena tanah meru-

pakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan manusia. Tanah



vang apabil: dilihat secara sepintas tidak berharga, sebe -
narnya merupakan hartafyang mempunysi sifat permanent dan
dapat dic~dangkan untuk masa yang akan datang.Oleh: karena
itu manusla berusaha untuk tetap mempertahankannya dari

gangguan apa dan siapapun juga .

Tanah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai e
konomis dan kese jashteraan semata, tetapi juga menyangkmt?
mésalah soglal, politik, kultural bahkan juga mengundang ag-
pek-agpek Hankamnas 12 Memang masadh tanah merupakn masalsh
yang cukup rumit dalam pemecshannya.

Apalagl psda masa pembangunan ini, kebutuhan akan tanah un-
tuk keperluan pembangunan semakin meningkat, sedangkan ta -
nal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah
sangat terbatas sekali /tidak ada lagi .Sehingga jalan satu
gatunya untuk memecahkannya adalah dengan pembebassn tanah
milik rekyat atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum

adat serts hak-haknya, atau tangh dengan hak-hak lainnya.

Pembebasan tanah itu dilakukan melalui dua saluran, yaltu @

1. Pembebasan tanah
ialah melepaskan hubuncan hukum gemula yang terdapat di-
antars pemegang hak/penguasa atas tanah dengan .cara pem-
berian ganti rugl atas dasar musyawarsh dengan piha’s

yang bergangkutan

1) Abdurrahman,3l. Undang-undang Poliok Agraria dalam rangka
HANKAMNAS, [rembangunan nada seminar hu -
kum pertanahan HETI jakarta 23 januari
1978



2. Pencabutan hak-hak atas tenah (onteigening)
Pencabutan ha't adalah pengambilan tanah kepunyazan sesua=-
pihak oleh negara secara paksa, yang mengakibatken hak
atas tanah itu menjadi hapus, taupa yang bhersangkutan
melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuni suatu ke-
wa jiban hukum. 2
Dalam praktelr kedua lembaga hulkum ini sering dikacaukan oleh
orang antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya antara
pembebasan tanah dengan pencabutan hak atas tanah terdapat
banyak:perbedaan, baik mengenal dasar hukumnya mazupun menge=-
nai présedurnya dan tets cara penyelesalannya .3)
Yemang sebenarnya apabila dilihat sepintas, pencabutan dan
pembebasan tanah ini tidak adil, negara/pihak swasta dengan
dalih untuk kepentingan umum dapat 'mengambil' tanah milik
rakyat . Tetapl sebenarnya Palam konsepsl Hukum Tanah Naaio-
nal, yang berdasarkan hukum adat, tanah dalam wilayah negarsa
kita adalah karunia dari Tuhan Yang ilaha ©sa kepada rakyat
indonesia, yans telah bersstu sebagal bangsa Indonesia, Ta =
nah tersebut merupskan tanah bersama, yang pengsztursnnya 4l-
tugaskan kepada negara republik Indonesia., Dalam konsepsi 1~
ni semua hak atas tanah dilandasi perorangan { orang =- obang
dan badan-badan hukum }, yang secara lang maupun tidak lang-
sung bersumber darl hak bangsa tersebut.Ilnl berartl bahwa

setiap hak atas tanah mengandung dua aspelr, yaitu aspek pri-

2) Abdurrahman,SH dasalah pencabutan hak-hak atas tanah un ~
tuk kepentingan umum, majalsh hukum, Pfene: . i~
tan ‘ayasan penelitian dan pengembangan hukum
Ho. 4 lahun ke~IJ-III/1976 hal 51



badi dan aspek kebersamaan, Aspek ptibadi mengandung arti ,

bahwacasétiap hak atas tanah memberikan kewenangan kepada

pemegangnya untuk memenfaatkan tanah bagi pribadi dan kelu-
arganya. Aspek kebersamaan mengandung arti, bahwa dalam pe -
manfaatan tanah yang dikaki harus memperhatikan kepentingan
.umum dan kepentingan bersama. Jgdi semua hak atas tanah mem-
punyal fungei sosial. Prinsip fungsi sosial mengandung makna
bahwa kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepeni=
tingan pribadi.bfetapi pringip itu tidak dibenarkan untuk

dipakal sebagal dalih untuk mengabaikan kepentingan mereka

yang mempunyai tanah.Z)

Ketentuan yang mengatur tentang pencabutan alk-hak atas tm =
nah untuk kepentingan umum dan pembebasan tanah itu dapat
dilihat dari dua gegl, Disatu pihak ia merur-aken sustu lsn -
dagan hukum bagi pihalt pemerintsh untuk memperolch btansh
renduduk untuk penyelenggaraan kerentingan umum dan vepenti-
ngan nembangunan atau untuk kerentingan yang menunjang pem =
banguanan nasional, sedan kan dilain pihak ia adalal merupa-
kan suatu jaminan bagl warga magsyarskat tentang hal atas fg-
nah dark pada tindakan sewenang-wenang pihak nenguasa ,“enga-
pa demikian ? karena penguasaan dan penggunaan tanah yang
dilandagi dengan suatu hak, dilindungi oleh hukum terhadep
gangguan dari pihak manapun , jika gangguan itu tidsk ada

dagar hukumnya .

3) Boedi Harsono ‘*asalah-masalah aktual di bidang pertana =
han yang menyanglut hak asasl manusl dewa-
sa ini, Majalah masslah-masalah hukum, Fae
kultas Hukum Undip, No.4 tahn1992, hal,.2



Lanskah pertama dalsm pembebasan tanah 4ni adalah musyawarah
dan mifakat dengan pemillik atau pemegang hak atas tanah yang
berganskutan, Bila sudah gepakat mengenal ganti ruginys ,

i

maka pemegang hak akan henyerahkan tanahnya pada pihak yang

membutuhksnonya .

"pablla pengambilan tanah melalui prosedur pembebssan tanah
tidak berhasil, maka barulsh ditempuh prosedur peucabutan
hak atas tanah melaui prosedur UU.no. 20/1961 yang merupakan
senjata terakhir dalam rangka pengambilan tanah dimaksud.Da-
lam pencabutan ini, bentuk dan Jjumlah gantl kerugian dite =
tankan oleh presiden, atas pertimbangan panitia venaksir ,

yang terdliri dari anggota-anggota yang ahli..

Pengambilan tansh dalam pencabutan hak atas tanah 1ni m=mang
dilakuken sccara paksa, tetapl dalam ganti kerugiannyan tidsak
demikian . Terhadap penetapan tersebut dimunglzinkan untuk
menga jukan banding ke peungadilan tinggi Severti dalam Penje=
lasan umum PP 39/1973 dinysatakan bahwa ganti kerugian harus
diberikan sedemikian ripsn, sehingga beltas pemilik tanah yang
tanahnya diambil tidak méngalami kemunduran, belik dibidang

sosial maupun pada tingkat ekonominya.

Ganti kerugian itu dapat berbentuk uang, fasilitas dan atau
tanah lain, Dalam prakték tidak mudah untuk menentukan ben -~
tuk dan jumlsh yang memenuhi kriteria laysk, Dalam penjela -
san umum UU no 20 tahun 1961 dinyatakan, bahwa :",,... gantl
rﬁgi yang layak itu akan didasarkan atas nilai gang nyata /

sebenarnya dari tanah stau benda yang bersang<utan ...",.




Karena tidak adanya standar harge yang jelas, maka sering
terjadi masalah dalam menentukan harga tanah yang akea di

pergunakan .,

IV. PENUTUP '

Apabila kite pelajarl dengan seksames, maka kita asken melihat
bahwa dalam acara pembebasen tansh dan pencabuten hak - hak
atas tanah itu kepentingan umum dan kKepenbingan pribadi sams
sama mendapatkan porsi yang seimbang . FPemerintah 7 pihak
swasta mempunyal hak untux mengambil hak milik rakyat demi
kepentingan umum yang sangat mendesak dan rakyat yang tanshe-
nya diambil/diperlultan, mempunyail halk untuk bermusyawarah
dan meméntukan besarnya ganti kerugian yang diberiken ., Dan
apabila tidak puas maka mereka yang tanahnya diambil, dapat
menga jukan » upaya banding ke pengadilan negeri { pecabutan
hak atas tanah ).

tasus-kasus yang timbul disana-sini, yang menimbulkan kesan
‘bahwa hukum kita tidek atau kuang melindungl hak atas tanah
vang dimilikl oleh rakyat, disebabkan karena dalam pelaksa -
naannya yang tidsk sesul dengan semangat dan isl persturan
dan hukumnya . Pembebasan dan pencabutan hak atss tanah se -~
ring dipakail oleh oarang-orang sebagai dalih untuk berbisnis
banah,

sSaren

tgrena dalam masalah pempbebasan tanah tanah itu yang menjedl
magalah utamanya adalah mengenai gantil rugl, maka sebaiknya
dibentut suatu lembaga yang bertugas untuk menaksir hargd

tsnah, *ensksgiran ini disesuaikan dengan kondisi tanah de»




hel-hal lain yang wmemberikan nilail lebih terhadap tanah yang

dinerliukan .

vengan adénya lembaga ini kedua belah pihak yang bersangku-
tan mempunyal keuntun.én. Pertama, dengan adanya lembaga ini
rakyat alan meﬁdapatkan santl karuglian yang 'lagal'. pihak
yane membutuhkan tanah itu tide% danat dengan semena-mena
menentukan harga fanannys. Kedua, iha'c yang memerlukan ta -
nah ini tidak akan begitu kesulitan dengan tingkat harga ya-

ne begitu tinggl .

b

Selain itu, dalam penyelesalan sgengketa tansh yang ada seba-
iknya jangan hanya dilalatan melalul pendekatan huitum saja
pend~katan gosiologis jusa -nerlu . Pen ekafan diluar hukum
itu aangat erlu karena tansh 1tu tidak saja mernpakanmasa -
1ah yang diatur dengan hukum, tetapi juga menyangltut berba -
ﬁai aspnek, ,spek itu diantaraﬁya adalah asvek sosinsl, noli -

ik, wxulturll bahkan nengundang aspek-aspel anianman .
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Jalah nasalah-masa?ah hukum, faxultaa hufu?"
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